[image: image1.jpg]



BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL 

NOMOR   28  TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK  BARU

  PADA TK/RA,  SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK

 DI KABUPATEN BANTUL TAHUN PELAJARAN 2010/2011
BUPATI  BANTUL,

	Menimbang
	:
	a.
	bahwa kegiatan penerimaan peserta didik baru perlu dilaksanakan untuk menerima peserta didik secara tepat  dalam rangka memenuhi hak-hak mereka untuk memperoleh layanan pendidikan;



	
	
	b.
	bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru harus dilaksanakan dengan transparan, demokratis, aman, dan lancar serta dapat dipertanggungjawabkan;



	
	
	c.
	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK di Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2010/2011;



	Mengingat
	:
	1.
	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Bantul dalam lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;



	
	
	2.
	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;



	
	
	3.
	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008;  


	
	
	4.
	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;



	
	
	5.
	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerinah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

	
	
	6.
	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;



	
	
	7.
	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;



	
	
	8.
	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses;



	
	
	9.
	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;



	
	
	10.
	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggara Sekolah Bertaraf Internasinal pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;



	
	
	11.
	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;



	
	
	13.
	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2002 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Bantul;



	
	
	14.
	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul;



	
	
	15.
	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009;



	Memperhatikan
	:
	
	Surat Edaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 421/3607 tertanggal 7 Mei 2010, perihal Edaran Jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2010/2011;




        M E M U T U S K A N:

	Menetapkan
	:
	PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK  BARU PADA  TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK DI KABUPATEN BANTUL TAHUN PELAJARAN 2010/2011.


BAB I

KETENTUAN  UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
3. Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal adalah Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul.
4. Dinas Pendidikan Dasar adalah Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul.
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul.
6. Pejabat yang berwenang adalah yang ditunjuk oleh Bupati Bantul.
7. Dinas Pendidikan Provinsi adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

8. Kanwil Kementerian Agama adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan yang diselenggarakan secara nasional untuk jenjang Sekolah Dasar/madrasah Ibtidaiyah (SD/MI).
10. Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudlotul Athfal (RA) adalah salah satu bentuk pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia 4 sampai 6 tahun.
11. Sekolah adalah SD, SMP, SMA, SMK negeri maupun swasta di lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Dasar maupun Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul.
12. Madrasah adalah MI, MTs, MA negeri maupun swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul.
13. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional selanjutnya disingkat RSBI adalah sekolah reguler yang dirintis untuk menjadi Sekolah Bertaraf Internasional.
14. Standar Nasional Pendidikan selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

15. Sekolah Bertaraf Internasional selanjutnya disingkat SBI adalah sekolah yang sudah memenuhi seluruh SNP yang diperkaya dengan keunggulan mutu tertentu yang berasal dari negara anggota OECD atau negara maju lainnya.
16. Orangtua/wali calon peserta didik adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi tanggungjawab langsung terhadap anak asuhnya.
17. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik  yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada bentuk satuan pendidikan, mengikuti suatu jenjang pendidikan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
18. Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik dari suatu sekolah ke sekolah lain.
19. Nilai Ujian Sekolah adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian sekolah yang dicantumkan dalam Surat Tanda Lulus (STL) atau Surat Tanda Kelulusan (STK), Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), atau Surat Keterangan yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) diujikan secara nasional dan dinyatakan lulus.

20. Ujian Nasional adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan dan diselenggarakan secara nasional.

21. Ujian Sekolah Daerah adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan SD/MI yang diselenggarakan oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

22. Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut SKHUASBN, dan Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan berstandar nasional untuk jenjang Sekolah Dasar/madrasah Ibtidaiyah (SD/MI).
23. Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut SKHUASDA adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Sekolah Daerah.

24. Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat (STTB) adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada satuan pendidikan sekolah.
25. Surat Tanda Lulus (STL) adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dan dinyatakan lulus.
26. Surat Tanda Kelulusan (STK) adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dan dinyatakan lulus.
27. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal  yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Dasar (SD).
28. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal  yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
29. Surat Keterangan yang berpenghargaan sama dengan Ijazah adalah Surat Keterangan resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya mempunyai pengetahuan/kemampuan setingkat dengan tamatan suatu jenjang pendidikan formal tertentu, yang dihargai sama dengan STTB Ijazah tingkat dengan  jenjang pendidikan formal tertentu.

30. Seleksi adalah cara perangkingan  nilai Ujian Nasional beserta prestasi non akademik calon peserta didik baru.

31. Pendidikan Inklusi  adalah pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus yang dididik bersama-sama anak lainnya (normal) untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya.

32. Tes khusus adalah cara menentukan calon peserta didik baru yang masuk SMA RSBI/MA dan SMK berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan.
33. Retrieval adalah mengangkat anak yang rawan putus sekolah atau sudah putus sekolah untuk diajak kembali masuk sekolah dengan memperhatikan ketentuan sebagai peserta didik di suatu sekolah.
34. Kelas Bakat Istimewa Olahraga adalah kelas bagi peserta didik yang memiliki kompetensi istimewa di bidang olahraga.
35. Kelas Cerdas Istimewa adalah kelas bagi peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa di bidang akademik. 
BAB  II
AZAS  DAN  TUJUAN
Bagian  Kesatu

Azas

Pasal  2
Penerimaan Peserta Didik Baru harus berazaskan:

a. obyektivitas artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Bupati ini;
b. transparansi artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik  bersifat terbuka dan dapat diketahui orang tua calon peserta didik dan masyarakat; 

c. akuntabilitas artinya penerimaan peserta didik  dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan

d. tidak diskriminatif artinya setiap Warga Negara Indonesia yang berusia sekolah dapat diterima untuk mengikuti pendidikan tanpa dibedakan suku, daerah asal, agama, keturunan dan golongan.

Bagian  Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penerimaan Peserta Didik Baru bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

BAB III

PERSYARATAN  PENDAFTARAN

Bagian  Kesatu 

TK/RA
Pasal 4

Persyaratan calon peserta didik TK/RA adalah:

a. berusia 4 sampai dengan 5 tahun untuk kelompok A; dan

b. berusia 5 sampai dengan 6 tahun untuk kelompok B.
Bagian  Kedua
SD/ MI
Pasal 5
Persyaratan calon peserta didik baru kelas I SD/ MI  adalah:

a. berusia 7 tahun sampai dengan 12 tahun wajib diterima; dan
b. berusia 6 tahun dapat diterima.
Bagian Ketiga

SMP/ MTs

Pasal 6
Persyaratan calon peserta didik  kelas VII (SMP/MTs) adalah:
a. lulus SD/SDLB/SLB Tingkat Dasar/MI/Program Paket A;
b. memiliki Ijazah atau STK;
c. memiliki SKHUASBN/SKHUASDA/SKHUN atau Surat Keterangan lain yang  berpenghargaan sama; dan
d. berusia setinggi-tingginya 18 Tahun pada tanggal 12 Juli 2010.  
Bagian  Keempat
SMA/MA

Pasal 7
Persyaratan calon peserta didik  kelas X SMA/MA adalah:

a. lulus SMP/SMPLB/MTs/Pendidikan kesetaraan  Paket B;

b. memiliki Ijazah atau STK;

c. memiliki  SKHUN atau Surat Keterangan lain yang berpenghargaan sama; dan

d. berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada 12 Juli 2010.

Bagian  Kelima
SMK
Pasal 8
Persyaratan calon Peserta Didik kelas X SMK adalah:

a. lulus SMP/SMPLB/MTs/Pendidikan Kesetaraan Paket B;
b. memiliki Ijazah atau STK;
c. memiliki  SKHUN atau Surat Keterangan lain yang berpenghargaan sama;
d. berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada tanggal 12 Juli 2010;
e. diwajibkan mengikuti tes khusus bagi kelompok seni dan kerajinan, pertanian dan kehutanan, teknologi, industri, pelayaran, dan  pariwisata;
f. memenuhi persyaratan fisik sesuai dengan ciri khas kejuruan/kompetensi keahlian; dan
g. penerimaan peserta didik baru dengan mempertimbangkan bakat, minat dan kemampuan sesuai dengan program  keahlian.

Bagian Keenam

RSBI

Pasal 9

Pengaturan dan persyaratan calon peserta didik baru SD, SMP, SMA dan SMK di RSBI atau SBI berpedoman pada Surat Direktor Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 169/C3/2009 tanggal 19 Januari 2009.
Bagian Ketujuh
Sekolah Kelas Bakat Istimewa (SKBI)
Pasal 10
(1) Dalam rangka memberikan pelayanan kepada anak-anak yang memiliki Bakat Istimewa Olahraga atau Cerdas Istimewa  Dinas Pendidikan Dasar dan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul menetapkan sekolah bakat istimewa sesuai dengan kewenangannya.

(2) Persyaratan calon peserta didik Sekolah Kelas Bakat Istimewa (SKBI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

a. persyaratan umum mengikuti persyaratan disekolah reguler; dan

b. memiliki sertifikat/piagam penghargaan di bidang olahraga di tingkat kecamatan, kabupaten, nasional/internasional.
Bagian Kedelapan

Sekolah Inklusi
Pasal 11
(1) Dalam rangka memberikan pelayanan kepada anak-anak yang mengalami kelainan (tunanetra, tunarunguwicara, tunagrahita dan tunadaksa), Dinas Pendidikan Dasar dan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul menetapkan sekolah inklusi. 
(2) Sekolah inklusi dapat menerima calon peserta didik baru bagi anak berkebutuhan khusus dengan mempertimbangkan ketersediaan sarana dan Guru Pembimbing Khusus (GPK) di sekolah tersebut.
(3) Pengaturan dan persyaratan calon peserta didik baru di sekolah inklusif berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009.
BAB IV

PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK  BARU

Bagian  Kesatu
Tahapan Pelaksanaan
Pasal 12
Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh sekolah/madrasah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan :

a.
pemberitahuan ke masyarakat;

b.
pendaftaran;

c.
pengumuman peserta didik yang diterima; dan 
d.
pendaftaran ulang.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Paragraf  1

TK/RA

Pasal 13
(1) Pendaftaran calon peserta didik TK Negeri dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2010 sampai dengan 2 juli 2010.

(2) Pengumuman calon peserta didik TK Negeri dilaksanakan pada tanggal 3 juli 2010.

(3) Bagi TK Negeri yang pendaftarannya telah melebihi daya tampung dapat menutup pendaftaran sebelum tanggal 2 Juli 2010.

Pasal 14
(1) Pendaftaran calon peserta didik TK Swasta dan RA dilaksanakan pada tanggal 1 Juli sampai dengan 5 Juli 2010.

(2) Pengumuman calon peserta didik TK Swasta dan RA dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2010.

(3) Bagi TK Swasta dan RA yang telah melebihi daya tampung dapat menutup pendaftaran sebelum Tanggal 5 Juli 2010.
(4) Bagi TK Swasta dan RA yang belum memenuhi daya tampung dapat menerima pendaftaran peserta didik sampai dengan tanggal 12 Juli 2010 
Pasal 15
Pelaksanaan Pendaftaran calon peserta didik TK Negeri dan TK Swasta dan RA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB  kecuali hari jumat sampai dengan pukul 11.00 WIB.

Paragraf  2

SD/MI

Pasal 16
(1) Pendaftaran calon peserta didik SD Negeri dilaksanakan pada tanggal 30 Juni sampai dengan 2 Juli 2010.
(2) Pengumuman calon peserta didik SD Negeri dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2010.
(3) Bagi SD Negeri yang pendaftarannya telah melebihi daya tampung dapat menutup pendaftaran sebelum tanggal 2 Juli 2010.
Pasal 17
(1) 
Pendaftaran calon peserta didik SD Swasta dan MI dilaksanakan pada tanggal 30 Juni sampai 2 Juli 2010.

(2) 
Pengumuman calon peserta didik SD Swasta dan MI dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2010.
(3) 
Bagi SD Swasta dan MI yang pendaftarannya telah melebihi daya tampung dapat menutup pendaftaran sebelum tanggal 2 Juli 2010. 
(4)   Bagi SD Swasta dan MI yang belum memenuhi daya tampung dapat menerima pendaftaran peserta didik sampai dengan tanggal 12 Juli 2010.
Pasal 18
Pelaksanaan pendaftaran calon peserta didik SD Negeri dan SD Swasta dan MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB kecuali hari Jumat sampai dengan pukul 11.00 WIB.
Paragraf  3

SMP/MTs

Pasal 19
(1) Pendaftaran calon peserta didik SMP Negeri dilaksanakan pada tanggal 6 Juli sampai dengan 7 Juli 2010.
(2) Seleksi SKHUASBN/SKHUASDA 3 (tiga) mata pelajaran dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2010.
(3) Pengumuman hasil seleksi SMP Negeri dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2010 pukul 10.00 WIB.
(4) Pencatatan Kembali calon peserta didik yang  dinyatakan diterima paling lambat tanggal 8 Juli  2010  pukul 14.00 WIB.
Pasal 20

(1) Pendaftaran calon peserta didik SMP Swasta dan MTs dilaksanakan pada tanggal 6 Juli sampai dengan 9 Juli 2010 .
(2) Seleksi dan pengumuman hasil SMP Swasta dan MTs dilaksanakan pada tanggal 9 Juli sampai dengan 12 Juli 2010 pukul 14.00 WIB.
(3) Bagi SMP Swasta dan MI yang pendaftarannya telah melebihi daya tampung dapat menutup pendaftaran sebelum tanggal 9 Juli 2010.
(4) Bagi SMP Swasta dan MI yang belum memenuhi daya tampung dapat menerima calon peserta didik sampai dengan tanggal 17 Juli 2010.
Pasal 21 

(1) Pelaksanaan pendaftaran calon peserta didik SMP Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19  dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.

(2) Pelaksanaan pendaftaran calon peserta didik SMP Swasta dan MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.
Pasal 22
(1) Pendaftaran calon peserta didik SMP Terbuka disesuaikan dengan SMP/MTs Reguler dengan batas waktu sampai dengan tanggal 31 Juli 2010. 
(2) Pelaksanaan pendaftaran calon peserta didik SMP Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Tempat Kegiatan Belajar (TKB) atau dapat melalui guru pembimbing/guru pamong 

Paragraf  4

SMA/MA

Pasal 23
(1) Pendaftaran Calon Peserta Didik SMA Negeri Reguler dilaksanakan pada tanggal 5 Juli sampai dengan 7 juli 2010.
(2) Pengumuman  calon peserta didik SMA Negeri Reguler dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2010 pukul 10.00 WIB.

(3) Pencatatan kembali peserta didik yang dinyatakan diterima dilaksanakan paling lambat pada tanggal 8 Juli 2010 pukul 14.00 WIB.

(4) Bagi SMA Negeri Reguler yang telah melebihi daya tampung dapat menutup pendaftaran sebelum tanggal 7 Juli 2010.

Pasal 24
(1) Pendaftaran Calon Peserta Didik SMA Swasta dan MA dilaksanakan pada tanggal 5 Juli sampai dengan 8 Juli 2010.
(2) Pengumuman calon peserta didik SMA Swasta dan MA dilaksanakan pada Tanggal 9 Juli 2010 pukul 10.00 WIB.

(3) Pencatatan kembali bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima dilaksanakan paling lambat pada tanggal 9 Juli 2010 pukul 14.00 WIB.

(4) Bagi SMA Swasta dan MA yang belum memenuhi daya tampung dapat menerima peserta didik sampai dengan tanggal 17 Juli 2010.

Pasal 25
(1) Pelaksanaan pendaftaran calon peserta didik SMA Negeri Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB kecuali hari Jumat sampai dengan pukul 11.00 WIB.
(2) Pelaksanaan pendaftaran calon peserta didik SMA Swasta dan MA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB kecuali hari Jumat sampai dengan pukul 11.00 WIB.
Paragraf 5

SMK
Pasal 26
(1) Pendaftaran Calon Peserta Didik SMK Negeri dilaksanakan pada tanggal 5 Juli sampai dengan 7 juli 2010.
(2) Seleksi khusus di SMK Negeri sesuai dengan program keahlian dilaksanakan saat pendaftaran.

(3) Pengumuman calon peserta didik yang dinyatakan diterima dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2010 pukul 10.00 WIB.

(4) Pencatatan kembali bagi peserta didik yang dinyatakan diterima dilaksanakan paling lambat pada tanggal 8 Juli 2010 pukul 14.00 WIB.

Pasal 27
(1) Pendaftaran Calon Peserta Didik SMK Swasta dilaksanakan pada tanggal 5 Juli sampai dengan 8 Juli 2010.
(2) Seleksi khusus di SMK Swasta sesuai dengan program keahlian dilaksanakan saat pendaftaran.

(3) Pengumuman calon peserta didik yang dinyatakan diterima dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2010 pukul 10.00 WIB.

(4) Pencatatan kembali bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima dilaksanakan paling lambat pada tanggal 9 Juli 2010 pukul 14.00 WIB.

(5) Bagi SMK Swasta yang belum memenuhi daya tampung dapat menerima peserta didik sampai dengan tanggal 17 Juli 2010.

Pasal 28
Pelaksanaan pendaftaran calon peserta didik SMK Negeri dan Swasta sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 26 dan Pasal 27 dilaksanakan pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB.
Bagian Ketiga
Khusus

Paragraf 1

SKBI
Pasal 29
Dalam rangka memberikan pelayanan kepada anak-anak yang memiliki Bakat Istimewa Olahraga atau Cerdas Istimewa  Dinas Pendidikan Dasar dan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul menetapkan sekolah bakat istimewa sesuai dengan kewenangannya.
Paragraf 2

Sekolah Inklusi

Pasal 30
Dalam rangka memberikan pelayanan kepada anak-anak yang mengalami kelainan (tunanetra, tunarunguwicara, tunagrahita dan tunadaksa), Dinas Pendidikan Dasar dan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul menetapkan sekolah inklusi. 

Paragraf 3
Retrieval
Pasal 31
Dalam rangka melaksanakan Program Retrievel bagi keluarga miskin yang putus sekolah dan untuk mendukung Program Wajib Belajar 12 Tahun, sekolah dapat menerima calon peserta didik untuk tingkat SMP/MTs dan SMA/MA/SMK sampai tanggal 31 Agustus 2010.
Bagian  Keempat
Seleksi
Pasal 32
(1) Sekolah dapat mengadakan seleksi calon peserta didik jika pendaftar melebihi daya tampung sekolah/madrasah  yang bersangkutan.

(2)   Seleksi calon peserta didik  kelas I SD/MI dilakukan semata-mata berdasarkan usia dan tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK/RA.

(3)   Seleksi calon peserta didik  kelas VII SMP/MTs dilaksanakan dengan menggunakan SKHUASBN 3 (tiga) mata pelajaran, bagi tamatan sebelum tahun ajaran 2009/2010 menggunakan SKHUASBN/SKHUASDA. 

(4)   Seleksi calon peserta didik kelas X SMA/MA dengan nilai rata-rata  SKHUN 4 (empat) mata pelajaran ujian nasional dan bagi lulusan sebelum tahun 2007/2008 menggunakan  nilai rata-rata 3 (tiga) mata pelajaran Ujian Nasional serta  dapat memperhitungkan prestasi non akademik.

(5)   Seleksi calon peserta didik kelas X SMK dengan nilai rata-rata SKHUN 4 (empat) mata pelajaran ujian nasional dan bagi siswa lulusan sebelum tahun 2007/2008 menggunakan nilai rata-rata 3 (tiga) mata pelajaran Ujian Nasional serta dapat mempertimbangkan bakat dan kemampuan peserta didik.

(6)   Seleksi calon peserta didik baru di SD, SMP, SMA/SMK RSBI dapat dilakukan sebelum pendaftaran sekolah reguler.
(7)   Seleksi calon peserta didik baru di SD, SMP, SMA/SMK RSBI berpedoman pada  Surat Direktor Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 169/C3/2009 Tanggal 19 Januari 2009.
(8)   Seleksi calon peserta didik baru di Sekolah  Kelas Bakat Istimewa Olahraga   dapat dilakukan sebelum pendaftaran sekolah reguler. 
(9) Seleksi calon peserta didik baru di Sekolah Kelas Bakat Istimewa Olahraga diatur tersendiri oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. 
(10) Seleksi calon peserta didik baru di sekolah inklusif diatur tersendiri oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. 
Bagian Kelima
Tata Cara Pendaftaran
Pasal 33
(1) Calon peserta didik SD/MI yang mendaftarkan diri pada sekolah tertentu wajib menyerahkan foto copi akta kelahiran/ surat keterangan lahir.
(2) Calon peserta didik  SMP/MTs yang mendaftarkan diri pada sekolah tertentu, wajib menyerahkan SKHUASBN/SKHUASDA asli/Surat Keterangan lain yang berpenghargaan sama dan apabila diminta kembali sebelum pengumuman, maka dianggap mengundurkan diri.
(3) Calon peserta didik  SMA/MA/SMK yang mendaftarkan diri pada sekolah tertentu wajib menyerahkan dokumen asli semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dan apabila diminta kembali sebelum pengumuman maka dianggap mengundurkan diri.
(4) Pendaftaran calon peserta didik  SMP Terbuka di Tempat Kegiatan Belajar (TKB) atau dapat melalui Guru Pembimbing/Guru Pamong.
(5) Sekolah wajib menyediakan formulir pendaftaran calon peserta didik  baru dan pernyataan mengikuti agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh guru yang seagama.
(6) Setiap calon peserta didik yang mendaftarkan diri pada sekolah tertentu, wajib menyerahkan  SKHUN/DANEM, SKBY  asli/Surat Keterangan lain yang berpenghargaan sama, menyerahkan foto copy ijasah, SKHUN, STL, atau STK asli dimasukkan dalam stop map. Apabila dokumen diminta kembali sebelum dikeluarkan pengumuman maka dianggap mengundurkan diri.
Bagian Keenam
Jumlah Peserta Didik Baru Tiap  Rombongan Belajar/Kelas
Pasal 34
(1) Jumlah peserta didik baru di tiap rombongan belajar adalah sebagai berikut:
a. TK/RA  maksimum 24; 
b. SD/MI minimum 10 (sepuluh) dan maksimum  30 (tiga puluh);
 

c. SMP/MTs minimum 10 (sepuluh) dan maksimum 36 (tiga puluh enam); 

d. SMA/MA minimum 10 dan maksimum 36;
e. SMA RSKM/RSBI minimum 10 dan maksimum 32;
f. SMK :           

1).
Bidang Studi Keahlian Teknologi dan Rekayasa, minimal 16 maksimal 36;

2).
Bidang Studi Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi, minimal 16 maksimal 36;

3).
Bidang Studi Keahlian Kesehatan, minimal 16 maksimal 36; 

4).
Bidang Studi Keahlian Seni, Kerajinan dan Pariwisata untuk :

a)
Kompetensi Keahlian Seni Tari dan Seni Musik minimum 16  maksimum 24;

b) Kompetensi Keahlian Seni Pedalangan dan Teater tidak ada batasan minimum, namun maksimum 16;

c) Kompetensi Keahlian Seni Rupa, Kerajinan Kayu, Kerajinan Tekstil, Kerajinan Logam, Kerajinan Kulit dan Kerajinan Keramik minimum 16  maksimum 32;

5).
Bidang Studi Keahlian Agribisnis dan Agroindustri, minimal 16 maksimal 36; dan
6).
Bidang Studi Keahlian Bisnis dan Manajemen  minimum 16 dan maksimum 36; 

(2) Calon Peserta Didik Baru dari luar Kabupaten Bantul diatur sebagai berikut :

a. Luar Negeri maksimum  5% (lima perseratus);

b. Luar Provinsi DIY maksimum 20% (dua puluh perseratus);dan

c. Luar Kabupaten Bantul maksimum 25% (dua puluh lima perseratus, namun bagi sekolah di perbatasan Kabupaten Bantul  maksimum 50% (lima puluh perseratus); 
(3) Sekolah menerima peserta didik baru berdasarkan daya tampung yang akan diatur oleh Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul.
Bagian Ketujuh
Penerimaan Peserta Didik Pindahan
Pasal 35
(1) Penerimaan Peserta Didik Pindahan yang mengikuti orangtuanya yang melaksanakan kewajiban pindah tugas/kepindahan domisili baik dari luar negeri maupun dari luar provinsi/kabupaten lainnya, diatur sebagai berikut:
a.
peserta didik anak dari Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI/BUMN yang dimutasikan dengan menunjukkan/melengkapi surat pindah tugas orangtua/wali peserta didik yang bersangkutan;
b.
peserta didik anak dari mereka yang bukan Pegawai Negeri/TNI/POLRI/BUMN agar melengkapi fotocopy/Kartu keluarga, kartu penduduk orangtua/wali peserta didik atau surat keterangan pindah dari Lurah setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah yang baru;
c. perpindahan peserta didik  dari sekolah di luar negeri harus dilampiri hasil penilaian kesetaraan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah;
d. perpindahan peserta didik dari sekolah di luar lingkungan Dinas  Pendidikan atau sekolah yang tidak diselenggarakan dan tidak dibina oleh Pemerintah Indonesia ke sekolah dalam lingkungan pembinaan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilakukan dengan tes penempatan oleh sekolah yang bersangkutan, setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah;

e. perpindahan peserta didik dari sekolah di luar lingkungan Dinas Pendidikan harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab/Kota setempat, sedangkan sekolah yang tidak diselenggarakan dan tidak dibina oleh Pemerintah Indonesia ke sekolah dalam lingkungan pembinaan Direktorat Jenderal Menejemen Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilakukan dengan tes penempatan oleh sekolah yang bersangkutan, setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah;

f.   perpindahan peserta didik dengan mempertimbangkan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (multi entry/multi exit)  mata pelajaran yang lama dapat dikonversikan pada mata pelajaran baru dengan mempertimbangkan kompetensi peserta didik;

g. perpindahan peserta didik dengan alasan mengikuti perpindahan tugas orang tua sesuai surat tugasnya;

h. perpindahan kelas X dengan alasan mengikuti perpindahan tugas orang tua pelaksanaannya setelah semester I dengan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan non Formal Kabupaten Bantul; dan
i. 
kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju agar memberi kemudahan atas mutasi tersebut.
(2) Perpindahan Peserta didik  akibat kasus khusus, seperti pindah dari daerah bencana/konflik wajib diterima, selama daya tampung memungkinkan dan dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.
(3) Peserta didik pindahan wajib menyerahkan surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang dan akte perwalian.  

BAB V

PRESTASI

Bagian Kesatu

Prestasi Nonakademis 
Pasal 36
(1) calon peserta didik  baru yang berasal dari SD/MI di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki prestasi di bidang olahraga/seni/kreativitas dan minat mata pelajaran perorangan maupun beregu, diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah nilai SKHUASBN yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat PPDB. 
(2) Kepada calon peserta didik  baru yang berasal dari SMP/MTs di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki prestasi di bidang olahraga/seni/kreativitas dan minat mata pelajaran perorangan maupun beregu, diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah nilai SKHUN dan hasil tes yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat PPDB. 
(3) Penghargaan terhadap prestasi olahraga/seni/kreativitas, dan minat pelajaran yang diselenggarakan secara resmi dan berjenjang oleh Dinas Pendidikan/Kemdiknas, Kementerian Agama, dan Induk Organisasi jika menggunakan seleksi PPDB SMP/MTs, SMA/MA/SMK dengan ketentuan sebagai berikut:
a. 
Bersifat  Kompetitif:   

	No
	Tingkat Kejuaraan
	Penambahan Jumlah Nilai

	
	
	Juara I
	Juara II
	Juara III

	1
	Internasional
	1,5
	1,4
	1,3

	2
	Nasional
	1,2
	1,1
	1,0

	3
	Regional Wilayah
	0,9
	0,8
	0,7

	4
	Provinsi
	0,6
	0,5
	0,4

	5
	Kabupaten
	0,3
	0,2
	0,1


b. 
Bersifat Non Kompetitif  lulusan sebelum tahun 2007/2008 untuk 3 (tiga) mata pelajaran:
	No
	Keikutsertaan Calon Peserta didik
	Penambahan Nilai

	1
	Mewakili negara mengikuti event olahraga resmi tingkat Internasional
	1,0

	2
	Mengikuti pemusatan latihan (Pelatnas), POPNAS
	0,4

	3
	Mengikuti kegiatan POPWIL atau eksibisi kesenian tingkat Internasional
	0,1

	4
	Seni Kreativitas dan Mata Pelajaran tingkat Internasional
	0,4


c. 
Bersifat Non Kompetitif bagi lulusan sejak tahun 2007/2008 untuk 4 (empat) mata pelajaran :

	No
	Keikutsertaan Calon Peserta didik
	Penambahan Nilai

	1
	Mewakili negara mengikuti event olahraga resmi tingkat Internasional
	1.3

	2
	Mengikuti pemusatan latihan (Pelatnas), POPNAS
	0.5

	3
	Mengikuti kegiatan POPWIL atau eksibisi kesenian tingkat Internasional
	0.1

	4
	Seni Kreativitas dan Mata Pelajaran tingkat Internasional
	0.5



Cara menghitung penambahan nilai dari prestasi akademik dan non akademik adalah ditambahkan pada jumlah SKHUASBN untuk SMP/MTs, sedangkan untuk SMA/MA/SMK dengan penambahan nilai dari prestasi akademik dan nonakademik adalah ditambahkan dari rata-rata 3 nilai mata pelajaran bagi lulusan sebelum 2007/2008,   serta rata-rata nilai 4 mata pelajaran bagi peserta lulusan sesudah 2008/2009.

(4) Penetapan nilai prestasi non akademik dilakukan oleh lembaga yang berwenang.

(5) Cabang/jenis olahraga/seni/kreativitas dan minat mata pelajaran yang diselenggarakan oleh Kemdiknas/Kementerian Agama serta intansi dibawahnya, adapun cara mendapatkan dengan bukti  rekomendasi/pengesahan surat penghargaan sebagai penambahan nilai  diatur sebagai berikut: 

a. prestasi Tingkat Internasional oleh Kementerian Pendidikan Nasional/Kementerian Agama di Jakarta;
b. prestasi Tingkat Nasional, Regional, dan Provinsi oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi di Provinsi; dan
c. prestasi Tingkat Kabupaten oleh Dinas Pendidikan Dasar/Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. 

(6) 
Prestasi yang dimiliki paling lama tiga tahun sebelum penerimaan peserta didik baru yang sedang berlangsung. 

(7) 
Apabila peserta didik baru  memiliki lebih dari satu prestasi bidang yang sejenis atau kegiatan yang berbeda, maka pemberian penghargaannya ditentukan pada salah satu prestasi yang tertinggi atau yang diminati oleh peserta didik yang bersangkutan, bukan nilai komulatif.

(8) 
Bagi calon peserta didik yang berasal dari  SMP/MTs dari luar Provinsi DIY yang diperhitungkan adalah Prestasi Tingkat Nasional dan Internasional sedangkan dari luar kabupaten yang diperhitungkan adalah prestasi tingkat Provinsi, Nasional, dan Internasional.

(9) Sekolah dapat menerima calon peserta didik yang memiliki prestasi bertaraf Kabupaten/Kota/ Provinsi/Nasional/Internasional tanpa mengikuti tes/Seleksi,  kriteria lebih lanjut akan di atur oleh sekolah dan mendapat rekomendasi dari Dinas  Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul. 
BAB  VI

BIAYA  DAN  PEMANTAUAN

Bagian Kesatu

Biaya
Pasal 37
(1) Calon peserta didik baru SD/MI dan SMP/MTs tidak dipungut biaya pendaftaran.
(2) Biaya PPDB dan biaya-biaya lain harus sesuai dengan RKAS Tahun Anggaran 2010.
(3) Biaya PPDB TK/RA, SMA/MA, dan SMK sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur sebagai berikut:
a. TK/RA Negeri dan Swasta sebesar Rp 25.000,00.

b. SMA/MA Negeri dan Swasta sebesar Rp 50.000,00.

c. SMA/SMK RSBI sebesar Rp100.000,00.

d. SMK Negeri dan swasta:

-   SMK yang melaksanakan seleksi sebesar Rp75.000,00

               -   SMK yang tidak melaksanakan seleksi sebesar Rp 50.000,00.

(4) Peserta didik yang mengalami hambatan sosial ekonomi apabila dibuktikan dengan surat keterangan yang sah/kartu Gakin berhak mendapatkan keringanan biaya dan/atau dibebaskan dari biaya pendaftaran.

(5) Segala biaya diluar PPDB  dilaksanakan setelah peserta didik dinyatakan diterima dan harus dimusyawarahkan bersama-sama dengan dewan sekolah/orang tua peserta didik.

Bagian Kedua

Pemantauan

Pasal 38
Dinas Pendidikan Dasar dan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal sesuai dengan kewenangannya  mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan Penerimaan  Peserta Didik Baru.

B A B   V II

KEGIATAN AWAL SEKOLAH
Pasal 39
(1)
Kegiatan awal masuk sekolah dimulai pada hari Senin tanggal 12 Juli 2010;

(2)
Kegiatan awal masuk sekolah selama 3 (tiga) hari, yaitu tanggal 12 sampai dengan 14 Juli 2010 diisi dengan kegiatan sebagai berikut :

a.
peserta didik baru di TK/RA,TKLB dan SD/MI  dilaksanakan kegiatan pengenalan sekolah;
b.   bagi siswa kelas VII SMP/MTs dilaksanakan kegiatan Masa Orientasi Siswa,  kegiatan MOS diarahkan agar tidak menjurus pada perploncoan atau sejenisnya;

c.
bagi siswa kelas II sampai dengan kelas VI SD/MI, diisi dengan kegiatan yang konstruktif sesuai dengan situasi dan kondisi setempat yang perlu diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul , misalnya bakti sosial, pembenahan 7 K (Keamanan, Kebersihan,  Keindahan, Ketertiban,  Kerindangan, Kekeluargaan dan Kesehatan), Porseni, lomba antar kelas, pendalaman materi, tes penyegaran mata pelajaran, diskusi kelompok dan lain sebagainya; 

d.
bagi siswa kelas VIII dan IX SMP/MTs  agar dilaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai  dengan situasi dan kondisi sekolah setempat; 

e. peserta didik baru kelas X di SMA/MA/SMK dilaksanakan kegiatan Masa Orientasi Siswa (MOS). Kegiatan MOS agar tidak menjurus pada perpeloncoan atau tindakan kekerasan lainnya. Kegiatan MOS harus bersifat mendidik (edukatif); dan
f.     bagi peserta didik kelas XI dan XII SMA, MA dan  SMK, agar dilaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).
BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 40
(1) Setiap calon peserta didik baru yang memenuhi persyaratan berhak untuk mengikuti seleksi penerimaan calon peserta didik baru di suatu sekolah.
(2) Setiap calon peserta didik baru berhak mendapatkan pelayanan yang baik dalam proses pendaftaran calon peserta didik baru di suatu sekolah. 
(3) Setiap calon peserta didik baru statusnya belum menikah dan sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan di sekolah.
(4) Setiap calon peserta didik baru wajib mengikuti prosedur pendaftaran dan ketentuan penerimaan calon peserta didik baru di sekolah.

(5) Setiap calon peserta didik baru yang diterima wajib mentaati semua peraturan dan tata tertib sekolah.
BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

(1) Pembinaan dan pengawasan SD, SMP dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Dasar.
(2) Pembinaan dan pengawasan TK,SMA dan SMK dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal.

(3) Pembinaan dan pengawasan RA, MI, MTS dan MA dilaksanakan oleh Kantor Departemen Agama.
BAB  X
S A N K S I

Pasal 42
(1) Sekolah/Madrasah yang tidak melaksanakan pedoman penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administratif dan/atau sanksi kepegawaian oleh pejabat yang berwenang.
BAB  XI
 KETENTUAN L A I N  -  L A I N

Pasal 43
(1) Sekolah/madrasah wajib menyiapkan jadwal pelajaran sebelum hari pertama masuk sekolah.
(2) Sekolah/madrasah  wajib membuat program kerja dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah Perubahan (RKASP) Tahun 2010 sesuai dengan ketentuan  yang berlaku.
(3) Dalam rangka memberikan pelayanan kepada anak berkebutuhan khusus (tunanetra, tunarunguwicara, tunagrahita dan tunadaksa), Kepala Sekolah wajib menerima calon tersebut sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku dan melaporkan kepada Kepala Dinas  Pendidikan Dasar atau Kepala Dinas  Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten  Bantul dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY.
(4) Pakaian seragam Sekolah.

a. 
Pakaian seragam sekolah meliputi seragam OSIS, olahraga, pramuka, pakaian praktik (SMK) dan pakaian identitas sekolah; dan
b.
Pengadaan sarana belajar dan alat perlengkapan lainnya untuk peserta didik tidak boleh dikaitkan dengan kegiatan PPDB.


(5) Dewan Sekolah maupun pihak lain tidak dibenarkan turut serta dalam penyelenggaraan PPDB.

(6) Laporan dilakukan setiap hari selama pelaksanaan PPDB dari sekolah ke Kepala Dinas  Pendidikan Dasar atau Kepala Dinas  Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten  Bantul /Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul.
B A B    XII
KETENTUAN P E N U T U P

Pasal 44
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK di Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2009/2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di
Bantul

pada Tanggal 21 Juni 2010


BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

.

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Nomor 
28   Tahun 2010
Tanggal  21 Juni 2010
      
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  BANTUL

                  GENDUT SUDARTO



DRAF
PEDOMAN

PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU 

PADA TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, DAN SMK DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH NON FORMAL, DAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL

TAHUN PELAJARAN 2010/2011
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